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ABSTRAK

Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia menentukin secarz jelas
bahwa negara Indonesia sdalah negara hukum, Sejalan dengan ity maka salah saty prinsip
penting negara hukum adalah adanva jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan
hukum (2gualiy before the faw). Agar dupat terlaksananya amanat vang terdapat dafam
UL tersebut dan proses penegakan hukum vang sebagaimana mest, Maka pengadilin
sebagai muara dari pada proses peradilan harus mengeluarkan produk hukum vilng tepat
yang mana nantinya dapat mengakal proses penegakan hukum kearah vang lebih Baik,
Berdasarkan ilu penulis menvangkannya dalam karva ilmiah berupa skripsi yang herjudul
Crampak pususan lepas dari segala tuntwian hukum Terhadap Pencpakan Hukem dalam
Tindak Tidana Korupsi. Dengan merumuskan beberapa permasalahan yang timbul
diantaranyn bagaimanakah pandangen sparai penegak hukum dan peacamat hiukum
terhadap  putusan lepas dari sezala tuntutan hukumn, kernuedian dampak putusan hakim
terhadap penegakan hukum mengenai menjatubkan putusan lepas dan sepals tuntitan
hukum, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjamihkan putusan lepas dari
segala twntutan hukum, Dalam penelitian ini metode yang di gunakan bersifat deskriptif
dengan pendekatan masalah secara yuridis Empiris, dimana pendekatan yang dilakukan
menekaikan pada penelitian hukum dengan jalan mempelajari perundang-undang dan
dokumen-dokumen hukum serta menpkaitkannya  dengan kenvataan wang  ditemui
dilapangan, Dan penolis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihek vang terkait
didalamnya. Adapun bahan hukum yeng di gunakan adalah bahen hukum primer dan
hahan hukom sekonder. Dari hasil penelitian perulis dapet menyimpulkan hahwa
pandangan para aparatur penegakl hukum terhadap potusan lepas dari segala turniutan
hukum vang diterima oleh Marfendi Cs i adalzh merupakan suatu kernunduran dari
proses penggakan hukum yang dicanungkan oleh pemerintah, Sedangkan yvang menjadi
dampak dari putusan hakim terhadap penegakan hukum mengenai menjatshkan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum tersebur vaity akan mempengaruhi sipenegak hukum it
sendir, karena UL atau peraturan-peraturan dijalankan dan dilindungi oleh apart
pencgak hukum itw sendiel, dalam hal ini akan berimbas pada pihak kejaksaan sebagal
bagian dari element penegak hukum dibidang penuntutan. Yang menjadi dasar-dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segila untutan hukum vailu
tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana didalamnya, tidak terdapat sifal melawan
hukum baik secara formil maupun materil, kemampuan untuk bertanggung jawah, alasan
pembenar, dan dibantu oleh alat-alat bukti dipersidangan seperti vane diater datam pasal
184 ayat 1 dan 2 KUHAP juga di dekung oleh pasal 197 EUHAP.



BAR I

PENDAHNULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia menentukan seeara
Jelas bahwa negara Indonesia adalah nepara hukum, Sejalan dengan itu maka
salah sate prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan
bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Agar dapat
lerlaksananya amanat yang terdapat dalam UUD tersebut serta proses penecgakan
hukum vang sebagaimana mestinya.

Dengan  adanya reformasi hukem  telah  menarik perhatian  semua
masyarakat luas dari semua tingkat kalangan masyarakat, khususnya ahli hukum
dan para pemerhati hukum. Reformasi hukom yang dimaksudkan oleh masyarakat
tersebut yaite berupa belum begalannya hukum sebagaimana mestinya, khususnyva
di bagian penegakan hukum.

Yang terpenting dari proses reformasi hukum ini adalah sifar vang harus
iransparan don  pertisipasi.  Berkaitan dengan hal tersebut, engembangan
Rancangan Tindakan Nasional tentang Reformasi Hukum {National Law Refarm
Action Plam) harus dilakukan bersama-sama oleh selursh pihak terkait yaitu,
pemerintah.  skademisi, maupun tembaga-lembaga non  pemerintah, dan

masyarakat secara partisipatorik'

' Mes Achmad Sentoss (2001}, Good Governance & Hukum Lingkunpar Jakars : 1CEL. Hal 10,



Secara konsepsual, anti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai vang terjsbat dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertshankan kedamaiaan pergaulan hidup.?
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih
lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit,

Pencpakan hukum scbapai sustn proses pada hakikatnya menipakan
penerspan diskresi yang menyangkut membuat kepulusan yang tidak sccara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi, Dapat
dikatekan bahwa gangpuan terhadap pencgakan hukum mungkin terjadi apabila
tidak adanya keserasian antara nilai, kaidah, dan pola prilaku, Ganpguan tersebut
terjadi apabila ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan van g menjelma
di dalam kaidah- kaidah vang simpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang
mengeanpu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena i dapatlah dikatakan, behwa penegakan hukum bekanlah
semata-mata  berarti  pelaksanaan  perundang-undangan, walaupun  dalam
kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikisn, schingga pengenian
Law Enforcement begitu populer. Selain i, ada kecendrungan yang kuat untuk
mengartikan pencgakan hukum scbapai pelaksana keputusan-keputusan hakim.
Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut MEMPURYa

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksaan perundang-undangan atau keputusan-

* Sverjono Sockanto, " Penegakan Hikum don Kesadaran Huken™, Makalzh s Seminar
Hukum Masional ke 1, Jakarta, 1979,



BAR IV
PENTTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penclitian  dan analisis yang telah dilaksanakan, dan
sehagaimana telah divraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan
bahwa:

1. Pandangan para aparatyr pencgak hukum terhadap kasys Marfendi Cs
(terdakwa tindak pidana korupsi dana APBD Sumbar 2002) yang mang
olel Mahkamah Agung memvonis mereka dengan putusan lepas dari
seeals tuntutan  hukum, memberikan  suaty dampak tethadap proses
penegakan hukum, dimana pard pengamat hukuem berpendapat bahwa
putusan MA wtu di anggap sehagai kemunduran dari gerakan anti korupsi
yang dicanangkan oleh pemcrintah. Dan kemunduran  dari  proses

penegakan hukum kearah vang lebih baik dari sckarang ini,

I-3

Drengan adanya putusan yang kontroversial ity memberikan suaty dampak
dari proses penczakan hukum bagi tiap element percgak hukum, disuat
sisi pengadilan mengangeap bahwa mereka telah menempuh jalan dengan
sebagai mana mestinya atay sesus dengan yang diatur oleh UL, disisi lain
kejaksann, para pengamat hukum dan masyarakat menyatakan i AR
kemunduran bagi proses penegakan hukum di Tndonesiq.

3. Adapun dasar dari pada hakim dalam menmjatuhkan putusan lepas dar
segala tuntuan hukum adalah dengan melihat terpenuhi atay tidaknya

unsur pidana dalam kasus it kemampuan untuk bertanggung jawab,

a7



P ————————

alasan pembenar, dan tidek ada sifat melawan hukum secara materi|
maupun formil dengan dibantu oleh alat-alar bukti dan keteranpan saksi
yang sah dalam persidangan  ditambah dengan keyakinan hakim i

sendiri.

B. SARAN-SARAN

Berkensan dengan apa yang telah dibahas diatas, ada heberapa hal yang

menjadi fokus saran yang akan di sampaikan oleh penulis vaity;

1.

Suatu proses peradilan tidak hanya terbatas dalam pencertian keputusan
saja akan tetapi dampak dari suary putusan yang telah dijatuhkan dapat
mempengaruhi proses penegakan hukom, Juga terhadsp pencaak hukuym
ite sendiri. Saran penulis terhadsp pandangan apamat penceak hukum
terutama sekali kejaksaan dan pengadilan, adalah bagi lembaga kejaksaan
dalam  menanganani  kasus korupsi  tersebut  sebelum melimpahkan
kepenpadilan sebelumnya haris dibekali bukti-hukti yang kuat apar dapat
membantu dalam  proses pengadilan, dari bagi lembaga  penpadilan
terulama Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus benar adil
seadil-adilnya karena jika tidak akan mempengaruhi proses penegakan
hukum,  vang juga dapat  menghilangkan pandangan  simpati  dan
kepercavasn masyarakat terhadap proses peradilan dan prases penegakan
hukum vang sebenar- benarnya di Indonesia.

Sustu perbuatan hukum it akan mendantangkan dampak hukumnya baik
secara positil maupun negatrif, unuk mengatasi dampak negatif duri suaty
perbuatan  hukum i maka pard aparat penegak hukum  haruslah

menjalankan hukum tersebut dengan lchib bijaksana lagi.
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